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ABSTRAK

PBB menugaskan United Nations Peacekeeping Force untuk menghadapi konflik di Mali
yang sudah terjadi sejak 2012-sekarang. Sejumlah kelompok orang yang terdiri dari
pasukan perdamaian PBB dan penduduk sipil diserang oleh sekelompok pria bersenjata
yang menewaskan sedikithnya 10 pasukan penjaga perdamaian PBB dari Chad dan
melukai 25 lainnya dalam serangan hari Minggu disebuah pangkalan di Mali Utara.
Sebagai pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping force), agar dapat menjalankan
misinya dengan baik, pasukan ini harus dilindungi dari setiap kekerasan senjata
terhadapnya. Keharusan ini tersirat dalam Convention On the Safety of UN Personel
pasal 7. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai pengaturan tentang
perlindungan pasukan PBB di Mali Utara dan penegakkan hukum atas serangan terhadap
pasukan PBB di Mali Utara. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis
normative. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengaturan tentang
perlindungan Pasukan PBB di Mali Utara terdapat dalam IHL Rule 33, Konvensi Jenewa
tahun 1949, Convention On the Safety of UN Personel pasal 7, dan Protokol Tambahan
Il tahun 1977 tentang perlindungan korban dalam konflik bersenjata non-internasional.
Konflik Mali Utara ini termasuk Konflik Bersenjata Non-Internasional karena terjadi
antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak. Penegakkan hukum yang
digunakan adalah penegakkan hukum oleh peradilan nasional , penegakkan hukum oleh
Dewan Keamanan PBB dan penegakkan hukum oleh peradilan internasional.
Terbunuhnya pasukan penjaga perdamaian tersebut menyebabkan adanya suatu
pelanggaran aturan hukum Humaniter oleh penduduk sipil yang dapat dikategorikan
sebagai suatu kejahatan perang. Jadi kejahatan di Mali Utara ini dapat di adili di
Pengadilan ICC.
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